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Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P:
mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor
mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan

Penerapan Sistem CHECKLIST di KEK, FTZ, Kawasan Industri,
KSPN* yang telah beroperasi

TAHAP 1

Penerapan DATA SHARING untuk perizinan

PERATURAN PRESIDEN REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
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E Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
= Elektronik (Sistem OSS)

Penyusunan Arsitektur
dan Peta Jalan Sistem OSS

Uji Coba Sistem & Pelaksanan
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TAHAP 2

*) KSPN: Kawasan Strategis .
Pariwisata Nasional Tahap Il berjalan paralel dengan Tahap |




Sistem OSS

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan
berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.
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Pokok-Pokok PP Nomor 24 Tahun 2018

1. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P.
PP 3. Reformasi Perizinan

24/2018

4. OSS: Kelembagaan, Sistem, dan Pendanaan.

5. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS.

6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS.

7. Pengenaan Sanksi.



Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha

Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha :
1. lzin Usaha; dan
2. lzin Komersial atau Operasional.

Seluruh perizinan berusaha yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
sektor, dikelompokan sebagai Izin Usaha
atau lzin Komersial atau Operasional.
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@

IZIN
OPERASIONAL/
KOMERSIAL



Pemohon Perizinan Berusaha (Pasal 6)

Siapa Pemohon Perizinan Berusaha (Pasal 6):
1. Pelaku Usaha Perseorangan.

a.

b.

C.

d.
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2. Pelaku Usaha Non Perseorangan:

Perseroan Terbatas;

Perusahaan Umum;

Perusahaan Umum Daerah;

Badan Hukum Lainnya Yang Dimiliki Oleh Negara;
Badan Layanan Umum;

Lembaga Penyiaran;

Badan Usaha Yang Didirikan Oleh Yayasan;

. Koperasi;

Persekutuan Komanditer (Commanditaire VVennootschap);
Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma);
Persekutuan Perdata



Pelaksanaan Perizinan (Pasal 20):

e H» B » = @ B

Lembaga OSS Pelaku Usaha melakukan K/L/D melakukan pengawasan
Pelaku Usaha menerbitikan Izin pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Lembaga OSS  atas pemenuhan Komitmen Izin
melakukan Usaha dan penerbitan Izin Usaha dan melakukan fasilitasi Usaha dan pemenuhan
Pendaftaran Izin Komersial atau pemenuhan Komitmen pembayaran biaya Komitmen Izin Komersial atau
Operasional Izin Komersial atau Operasional dan pelaksanaannya
berdasarkan Komitmen Operasional oleh Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.

3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan pemenuhan Komitmen lzin Komersial atau
Operasional.
4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).

5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan
Berusaha melalui Sistem OSS.

6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan
pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.



PENERAPAN OSS DALAM PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA .

SESUAI PP 24 TAHUN 2018 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN :

Perizinan Perizinan
Berusaha* Berusaha yang Keterangan Keterangan

dilaksanakan
melalui OSS**

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa

Izin Pengelolaan Limbah Izin Izin Usaha Digabung Kewenangan Pusat
B3 untuk Kegiatan Pengelolaan - Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3  Limbah Bahan (Pengumpulan Limbah B3 skala Nasional)
Berbahaya dan - Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
Beracun - Kegiatan Pengolahan Limbah B3
(Limbah B3) - Kegiatan Penimbunan Limbah B3
untuk Usaha
Jasa Kewenangan Provinsi

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan limbah B3 lintas

LA Tl Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi)

B3 untuk Kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3
Kewenangan Daerah

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Kabupaten/kota untuk

lzin Pengelolaan B3 Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota)

untuk Kegiatan
Pengolahan Limbah B3

Izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk Kegiatan
Penimbunan Limbah B3

** |zin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
* |zin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.



PENERAPAN OSS DALAM PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL .

SESUAI PP 24 TAHUN 2018 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN :

Perizinan Perizinan
Berusaha* Berusaha yang Keterangan Keterangan

GHELSERELED
melalui OSS**

Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

Izin Pengelolaan Limbah Izin Komersial atau Operasional Digabung Kewenangan Pusat
B3 untuk Kegiatan Operasional - Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3  Pengelolaan - Kegiatan Pengolahan Limbah B3
Limbah Bahan - Kegiatan Penimbunan Limbah B3
Berbahaya dan - Kegiatan Dumping Limbah B3
Beracun
(Limbah B3)
untuk Penghasil Kewenangan Daerah

Vi B el (i sl - Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

B3 untuk Kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3

Izin Pengelolaan B3
untuk Kegiatan
Pengolahan Limbah B3

Izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk Kegiatan
Penimbunan Limbah B3

- lzin Pengelolaan Limbah
B3 untuk Kegiatan
" Dumping Limbah B3



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Izin Pengelolaan Limbah B3 Kewenangan Menteri : Kewenangan Gubernur: Kewenangan Bupati /

untuk Usaha Jasa, diberikan ) , Walikota :
untuk kegiatan: * pengumpulan Limbah B3 * kegiatan Pengumpulan

skala nasional; Limbah B3 skala provinsi * pengumpulan Limbah B3
skala kabupaten/kota;
dan

_ lan Limbah B3;
a. pengumpuian Limbah bs; * pemanfaatan Limbah B3;

b. pemanfaatan Limbah B3;

* pengolahan Limbah B3; * penyimpanan Limbah B3

c. pengolahan Limbah B3; dan « penimbunan Limbah B3;

d. imb Limbah B3.
penimbunan Limba « dumping (pembuangan)

Limbah B3;
Izin Operasional Pengelolaan * pengangkutan Limbah B3;
Limbah B3 untuk Penghasil dan
Limbah B3 diberikan untuk . :
kegiatan: * impor Limbah non B3.

a. penyimpanan Limbah B3;

b. pemanfaatan Limbah B3;

c. pengolahan Limbah B3;

d. penimbunan Limbah B3; dan

e. dumping (pembuangan)
Limbah B3.




MEKANISME OSS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Pemohon melakukan input data melalui sistem OSS;

2. Melalui OSS, pemohon akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
sebagai identitas usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai
bidang usahanya,

3. Pemohon memilih Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa);

4, Pemohon memilih I1zin  Operasional/Komersial (Izin  Operasional
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk
Penghasil)

5. I1zin Usaha maupun Operasional/Komersial yang telah dipilin harus dilakukan
pemenuhan komitmen dengan mengajukan permohonan komitmen Kepada
DPMPTSP / LH Provinsi/Kabupaten Kota sesuai kewenangannya



CONTOH KASUS

Rumah Sakit A yang menghasilkan Limbah B3,
sesuai P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 perizinan
yang dimiliki adalah lzin Operasmnal Pengelolaan
Limbah B3 untuk ;

Sedangkan untuk pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkan dari Rumah Sakit A, memerlukan pihak
ketiga sebagai jasa untuk dapat melakukan
pengumpulan limbah B3. Perizinan yang harus dimiliki
oleh perusahaan sebagai pengumpul adalah 1zin
Pengelolaan Limbah B3 untuk ;

Apabila pelaku usaha melakukan pemanfaatan,
pengolahan dan penlmbunan maka izin pengelolaan
bisa berupa “ " dan “ ;

Apabila pelaku usaha hanya melakukan
pengumpulan saja, maka izin pengelolaan limbah
yang dimiliki hanya untuk “ ;

Apabila pelaku usaha melakukan penyimpanan dan
pembuangan limbah B3, maka |Z|n pengelolaan
limbah yang dimiliki hanya “ ;

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
diberikan untuk kegiatan:

a. pengumpulan Limbah B3;
b. pemanfaatan Limbah B3;
c. pengolahan Limbah B3; dan
d. penimbunan Limbah B3.

Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk
Limbah B3 diberikan untuk kegiatan:

a. penyimpanan Limbah B3;

b. pemanfaatan Limbah B3;

c. pengolahan Limbah B3;

d. penimbunan Limbah B3; dan

e. dumping (pembuangan) Limbah B3.




Data Elemen yang dibutuhkan pada pendaftaran O

Pelaksanaan Pendaftaran pada Sistem OSS (Pasal 21 - 30):

MWWKAN PELAYANAN BERUSAHA TE
XY LT \nnll mmo iz mimimm e

‘ * BERANDA INFORMAS | . PERIZINAN BERUSAHA INSENTIF BERUSAHA

Data apa saja yang diperlukan untuk mendaftar
bagi pelaku usaha non-perseorangan?
» Nama penanggung jawab

o . L'i.’,,‘bm, | « Bidang usaha

ey, = * Negara asal > bagi PMA
» Lokasi penanaman modal
« Besaran rencana penanaman modal
« Rencana penggunaan tenaga kerja
« Nomor kontak badan usaha
» Rencana permintaan fasilitas fiscal
 NPWP Badan

* NIK penanggung jawab perusahaan




Permohonan Pemenuhan Komitmen

Izin Pengelolaan Limbah B3
_ Lembaga OSS
Sesuai Permen No 95 Tahun 2018
Registrasi pada Lembaga OSS

2. lzin Usaha dengan Komitmen:
dan/atau
3. Izin Operasional dengan Komitmen

1. Dokumen dari OSS ~ - - Izin
g Mendaftar ke  [2- Surat Permohonan Z ¢‘s Efektif
PTSP 3. Surat Pernyataan Komitmen Iy
4. Persyaratan Teknis

Verifikasi
Lapangan

Waktu
/ berdasarkan
Pemohon lzin

S | Validasi t1
t0 Dokumen Laporan Rekomendasi dari Dinas
Komitmen LHK ke DPMPTSP

A

Notifikasi ke Lembaga OSS

DPMPTSP

Pemenuhan Komitmen




Contoh Permohonan Rekomendasi Teknis

] PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
o, DINAS PENANAMAN MODAL
£© DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Vg Soapvmpansin Mo ! Teepmn. (D) ISATEY - ITaN - IsesEr
S (4] I3 Rip- ) COTOm LK ems - OTomDeeg o geid
Serwwy - 2T

* Permohonan Rekomendasi
Teknis yang diajukan dari
DPMPTSP kepada Dinas LH
setidaknya terdiri dari :

Ditujukan Kepada Dinas Teknis
Tanggal, Nomor, Perihal

Data Pemohon (Nama
Perusahaan, Pimpinan,
Alamat, Kegiatan Usaha, Lokasi
Usaha, NIB)




Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (5) : Tahap Penerbitan Izin Usaha (1)

Lembaga OSS menerbitkan lIzin
Usaha berdasarkan Komitmen
(Pasal 31-38):

1.

Lembaga OSS berdasarkan
Komitmen menerbitkan:

. lzin Lokasi;
. lzin Lokasi Perairan;

a
b
c. lzin Lingkungan; dan/atau
d. IMB;

e

. SLF.
Kegiatan berusaha di KEK:

a. lzin Lokasi = diberikan langsung
tanpa komitmen.

b. Izin Lingkungan - Tidak
dipersyaratkan, hanya menyusun
RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL
Kawasan.

c. IMB - tidak dipersyaratkan
sepanjang telah ditetapkan pedoman
bangunan (estate regulation).

Izin Usaha berlaku untuk
seluruh wilayah Indonesia.

Izin Usaha dan/atau lzin
Komersial atau Operasional
berlaku efektif setelah Pelaku
Usaha menyelesaikan
Komitmen dan melakukan
pembayaran biaya Perizinan
Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan



Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (7) : Tahap Penerbitan Penerbitan

lzin Komersial atau Operasional

Penerbitan Izin Komersial atau Operasional (Pasal 39-41):

1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau

Operasional berdasarkan Komitmen untuk:

a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau

b. pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh

@ IZIN Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
OPERASIONAL/ . .
KOMERSIAL 2. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau lzin

Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan
dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan
pemenuhan Komitmen.

3. lzin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah
Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan
pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

0
A\



Bisnis Proses Izin Komersial — Pelaku Usaha Baru dan Pelaku Usaha

Eksisting

(Pelaku Usaha

Baru)
Memproses lzin
Usaha
Izin Komersial/
Operasional (berdasarkan
komitmen*)
NIB Komitmen adalah daftar izin dan
non-izin di dalam Lampiran yang
dikategorikan sebagai Izin
(Pelaku Usaha komersial/operasional
Lama)

Memproses lzin
Usaha (tanpa
komitmen)

Proses dilakukan di OSS

Proses dilakukan di
0SS

Jika komitmen berupa standar dan/atau
pendaftaran tanpa perlu
evaluasi/persyaratan khusus, OSS
menerbitkan komitmen.

Jika komitmen

membutuhkan
evaluasi atau Komitmen K/L/P menotifikasi
persyaratan diterbitkan K/L/P ke sistem OSS

tertentu, komitmen
diproses di K/L/P

Proses dilakukan di K/L/P

* Komitmen Pemenuhan Persyaratan Izin Komersial/Operasional dapat berupa : Izin, Sertifikat, Lisensi, Pendaftaran, Standar,
Persetujuan, dan lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran PP 24/2018 kategori Izin Komersial/Operasional



Contoh Izin Usaha yang telah dilakukan notifikasi

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha
Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa
kepada:

Nama Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Alamat Perusahaan

Nama KBLI

Kode KBLI : DATA

Lokasi Usaha

- Alamat

PERUSAHAAN

- Desa/Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota

- Provinsi

Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
untuk Usaha Jasa ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan
pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 November 2018 E E
="
EI [

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan
atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi
tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Izin Usaha
Efektif

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1ZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha
Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa
kepada:

Nama Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Alamat Perusahaan

Nama KBLI

Kode KBLI : DATA

Lokasi Usaha

" et ; PERUSAHAAN

Desa/Kelurahan

Kecamatan
- Kabupaten/Kota

- Provinsi

I1zin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa TELAH
berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan
perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 6 Februari 2019
[=] 2 [=]
—
L)
Ert
Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan

atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi
tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



TERIMA KASIH

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
Telp (024) 3563069

Email : pelayanan.perizinanjateng@gmail.com
Hotline : 08112915171




